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BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu,

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan,
antara lain kendaraan bermotor di jalan raya dan dengan kendaraan kereta
api. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti biaya yang telah
dibayar oleh orang yang telah membeli karcis, apabila orang yang telah
membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu
keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh
lima perseratus) dari harga karcis (diatur pada BAB XI Bagian Kedua UU
No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian). pemilik Kendaraan Bermotor,
dan atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh Penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak
ketiga karena kelalaian pengemudi seperti ugal - uagalan dijalan raya dan
wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya
pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan
tuntutan perkara (diatur pada BAB X1V Bagian Ketiga UU No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum
yang telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun disisi lain dalam
undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak penganggkut yang
melalaikan tanggung jawabnya tetapi penumpangdan/atau ahli waris dapat
menggugat pihak pengangkut atas dasar perbuatan melawan hukum yang
diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam perkeretaapian
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan
penumpang yang merasa dirugikan dapat menuntut pembayaran ganti rugi
kepada PT KAI dengan dasar perbuatan melanggar hukum pasal 1365
KUHPerdata. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa antara keduanya
dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui luar pengadilan dan melalui
jalur pengadilan. Penyelesaian melalui luar pengadilan dapat dilakukan
dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa saja, dan yang
kedua melalui jalur pengadilan, dalam hal ini pengadilan umum,
sebagaimana sengketa keperdataan lainnya.
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2. Saran
Sebagai bagian terakhir maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai

berikut;
a.

Pemerintah hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi, baik
terhadap penyelenggara angkutan umum dan terhadap masyarakat luas
sebagai pengguna jasa angkutan umum khususnya angkutan darat, agar
upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan
umum yang sebagaimana diatur dapat benar-benar dilaksanakan oleh
seluruh perusahaan pengangkutan umum.

Agar penyelenggara angkutan umum dapat meminimalisirkan hal-hal yang
dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang), misalnya
mengadakan pembinaan kepada para pengemudi angkutan darat dan
perusahan pengangkutan umum secara berkala, sehingga keamanan dan
keselamatan para penumpang bisa lebih terjamin.

Agar segala upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa
(penumpang) angkutan umum yang sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dapat
benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pengangkutan umum.
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